
 

 
 

 

 

 

 

BUPATI SIDOARJO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 50 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 68 TAHUN 2023 

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA 

DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

  

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang :  bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyaluran Alokasi 

Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah 

kepada Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata 

Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil 

Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah; 

 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950                 

Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004              

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4355); 



 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13              

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801) 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014             

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2             

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 6321); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 



 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6883); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri            

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018                

Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :    PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 68 TAHUN 2023 

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 

ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI 

HASIL RETRIBUSI DAERAH 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana desa, Bagi Hasil 

Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68), diubah sehingga 

Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

(1) Penyaluran ADD,  BHP Daerah dan BHR Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap pada 

tahun anggaran berjalan. 

(2) Penyaluran ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap 

Kepala Desa dan perangkat desa dilaksanakan setiap bulan, 

dengan ketentuan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.  

(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa 

dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Tahap I paling lambat pada bulan Februari, yaitu sebesar 

25% (dua puluh lima  perseratus) dari pagu alokasi; 

b. Tahap II paling lambat pada bulan Mei, yaitu sebesar 25% 

(dua puluh lima per seratus) dari pagu alokasi; 

c. Tahap III paling lambat pada bulan Agustus, yaitu sebesar 

25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu alokasi; dan 

d. Tahap IV paling lambat pada bulan November, yaitu 

sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pagu 

alokasi. 



 

(4) Penyaluran BHP Daerah dan BHR Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Tahap I paling lambat pada bulan Februari, yaitu sebesar 

10% (sepuluh perseratus) dari pagu alokasi; 

b. Tahap II paling lambat pada bulan Mei, yaitu sebesar 30 % 

(tiga puluh per seratus) dari pagu alokasi; 

c. Tahap III paling lambat pada bulan Agustus, yaitu sebesar 

30% (tiga puluh perseratus) dari pagu alokasi; dan 

d. Tahap IV paling lambat pada bulan November, yaitu 

sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pagu alokasi. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal 20 September 2024 

 

WAKIL BUPATI SIDOARJO, 

 

                          ttd 

 

                      SUBANDI 

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 20 September 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 

 ttd 

 

FENNY APRIDAWATI 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 50 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP : 50 TAHUN 2024 


